
kompeten/p

eserrta

Sertifikasi UJK

Pelaksanaan 

Operasional Lembaga 

Kerjasama Tripartit 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja, dan 

Penutupan 

Perusahaan yang 

Penyelenggaraan Pendataan 

dan Informasi Sarana 

Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial TenagaKerja 

serta Pengupahan

Perluasan Kesempatan 

Kerja

Pelayanan antar 

Kerja

Proses Pelaksanaan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Keterampilan 

bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster 

Kompetensi

Jumlah Perkara 

Perselisihan yang 

Terselesaikan

Jumlah tenaga kerja 

yang mendapat 

pelatihan berbasis 

kompetensi pada Tahun 

N

Jumlah Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta yang Dibina

Jumlah perusahaan kecil 

yang mendapat 

konsultansi peningkatan 

produktivitas

Jumlah Pencari dan Pemberi 

Kerja yang Terdaftar dalam 

Pasar Kerja Melalui Sistem 

Online (Karir Hub)

Jumlah Pencari Kerja yang 

Mendapatkan Pekerjaan 

Melalui Job Fair /Bursa Kerja

Jumlah LPTKS yang Dilakukan 

Pengawasan dan 

Pengendalian Sesuai    

dengan Aturan yang Berlaku

Koordinasi Lintas Lembaga 

dan Kerja Sama dengan 

Sektor Swasta untuk 

Penyediaan Instruktur 

serta Sarana dan 

Prasarana 

Pengadaan Sarana 

Pelatihan Kerja 

Kabupaten/Kota

Pembinaan Lembaga 

Pelatihan Kerja Swasta

Pelaksanaan Konsultasi 

Produktivitas kepada 

Perusahaan Kecil

(Jumlah 

Kesepakatan/Koordinasi 

dalam rangka Optimalisasi 

Kapasitas Instruktur dan 

Peningkatan Sarana 

(Jumlah Pengadaan dan 

Pemeliharaan Sarana 

Pelatihan Kerja)

Tersedianya sarana 

prasarana pelatihan kerja 

sesuai standar

Terlaksananya kerjasama 

pelatihan

Terselenggaranya 

Konsultasi produktivitas 

bagi perusahaan kecil

 Terlaksananya Pengawasan 

dan Pengendalian LPTKS

 Terlaksananya Penyuluhan 

dan Bimbingan Jabatan bagi 

PencariKerja

Terlaksananya Perluasan 

Kesempatan Kerja

Penyuluhan dan Bimbingan 

Jabatan bagi PencariKerja

Pengawasan dan 

Pengendalian LPTKS
Job Fair/Bursa Kerja

Pelayanan dan Penyediaan 

Informasi Pasar KerjaOnline

 Terlaksananya Pengadaan 

Sarana Pelatihan Kerja 

Kabupaten/Kota

 Terlaksananya Pembinaan 

Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta

 Terlaksananya Konsultasi 

Produktivitas kepada 

Perusahaan Kecil

Terlaksananya penyaluran 

Tenaga Kerja melalui LPTKs

Pengukuran Kompetensi 

dan Produktivitas Tenaga 

Kerja

Terlaksananya Pengukuran 

Kompetensi dan 

Produktivitas Tenaga Kerja

Terlaksananya pengukuran 

kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja

Terlaksananya penyuluhan 

dan bimbingan jabatan 

kepada pencari kerja sesuai 

kompetensinya

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA 

KERJA

Pembinaan Lembaga 

Pelatihan Kerja Swasta

Pelayanan Antar kerja di Daerah 

Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 

(RTK)

 Terlaksananya 

Pelayanan antar 

Kerja

 Terlaksananya Perluasan 

Kesempatan Kerja

Konsultansi Produktivitas 

pada Perusahaan Kecil
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penerbitan Izin Lembaga 

Penempatan TenagaKerja 

Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Terciptanya keseimbangan antara 

ketersediaan dan kebutuhan tenaga 

kerja

Jumlah LPKS yang 

melaksanakan pelatihan 

sesuai kebutuhan dunia 

kerja

Persentase peningkatan 

produktivitas wirausaha 

kecil

Presentase IPK yang disebarluaskan

Persentase LPTKs yang aktif

Rasio Persediaan Tenaga Kerja 

terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja

Tersedianya LPKS yang 

berkualitas

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja 
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga 

kerja dari Realisasi Investasi 

(Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai kebutuhan Dunia 

Kerja)

Jumlah tambahan Tenaga Kerja dari 

investasi baru 

Jumlah tenaga kerja 

yang besertifikasi Vokasi

(Jumlah Instruktur/Pelatih 

yang profesional)

(Jumlah sarana prasarana 

pelatihan kerja sesuai 

standar)

(Jumlah Tenaga Kerja yang 

mendapatkan pelatihan 

melalui kerjasama dengan 

LPKs)

Persentase peningkatan 

produktivitas wirausaha 

kecil

(Jumlah pencari kerja dan 

peluang kerja)

(Jumlah pencari kerja di 

bursa kerja)

Jumlah tenaga kerja 

yang mendapat 

pelatihan berbasis 

kompetensi pada Tahun 

N

Jumlah tenaga kerja 

yang besertifikasi Vokasi

Terlaksananya Proses 

Pendidikan dan 

Pelatihan Keterampilan 

bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster 

Kompetensi

 Terlaksananya Pelayanan 

dan Penyediaan Informasi 

Pasar KerjaOnline

 Terlaksananya Job 

Fair/Bursa Kerja

Terlaksananya pelatihan 

berbasis kompetensi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengukuran Produktivitas 

dan Daya Saing Tenaga 

Kerja di Tingkat Daerah

Proses Pelaksanaan 

Pendidikan dan 

Pelatihan  Vokasi bagi 

Pencari Kerja 

berdasarkan Unit 

Kompetensi

Terlaksananya Proses 

Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi bagi 

Pencari Kerja 

berdasarkan Unit 

Kompetensi

Terlaksananya pelatihan 

Vokasi

Tersedianya 

Instruktur/Pelatih yang 

profesional 

Terlaksananya Koordinasi 

Lintas Lembaga dan Kerja 

Sama dengan Sektor 

Swasta untuk Penyediaan 

Instruktur serta Sarana dan 

Prasarana 

LembagaPelatihan Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang 

Mendapatkan Penyuluhan 

dan Bimbingan Jabatan

Jumlah Tenaga Kerja 

yang Ditempatkan 

Melalui Layanan 

AKAD dan AKL

Jumlah Tenaga Kerja 

yang Diberdayakan 

Melalui program 

Perluasan Kesempatan 

Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang 

disalurkan melalui LPTKS

(Jumlah peserta bimbingan 

jabatan)

Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Jumlah Kewirausahaan Mandiri

Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka

Angka Pengangguran Terbuka

Meningkatnya Penyerpan Tenaga Kerja 0

(Persentase kerjasama antar kerja)

Terselenggaranya 

Konsultasi produktivitas 

bagi perusahaan kecil

Tersedianya informasi pasar kerja 

yang efektif Tersedianya LPTKS yang 

berperan menyalurkan 

tenaga kerja

Terselenggaranya pelayanan antar kerja 

di Kabupaten Balangan

Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja

Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi

Pengukuran Produktivitas 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya 

pengukuran kompetensi 

dan produktivitas tenaga 

kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang 

kompeten

Tersedianya layanan  

informasi pasar kerja

Tersedianya bursa pasar 

kerja

Tersedianya layanan 

tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi 

sesuai kebutuhan 

pasar kerja

Terlaksananya 

Pencegahan  

Perselisihan 

Hubungan Industrial

Jumlah Perselisihan 

yang Dicegah

Tersedianya data dan 

Informasi Sarana Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja

Jumlah Data dan Informasi 

Sarana HI (PP/PKB, Struktur 

Skala Upah, dan LKS Bipartit) 

dan Pekerja yang Terdaftar 

sebagai  Peserta Jamsostek 

serta Pengupahan

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang kompeten

(Persentase peserta pelatihan yang kompeten)

Jumlah Tenaga Kerja yang 

diukur kompetensinya

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan bagi 

Perusahaan

Terlaksananya 

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan yang Terkait 

dengan Hubungan 

Industrial dan Terdaftar 

di WLKP Online

Terlaksananya 

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang 

Melaksanakan 

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan yang Terkait 

dengan Hubungan 

Industrial dan Terdaftar 

Jumlah PP yang disahkan

Penyusunan Rencana 

Tenaga Kerja Makro

 Terlaksananya 

Penyusunan Rencana 

Tenaga Kerja Makro

Tersedianya dokumen 

dan evaluasi rencana 

tenaga kerja Kabupaten

Jumlah Dokumen 

Rencana Tenaga Kerja 

Makro

Jumlah Dokumen 

Rencana Tenaga Kerja 

Makro

Fasilitasi Penyusunan 

Rencana Tenaga Kerja Mikro

Terlaksananya fasilitasi 

penyusunan Rencana Tenaga 

Kerja Mikro

Terfasilitasinya penyusunan 

RTK Mikro

(Jumlah tenaga kerja 

yang kompeten 

sesuai kebutuhan 

pasar kerja)

Jumlah Tenaga Kerja 

yang mendapatkan 

kesempatan kerja 

melalui perluasan 

kesempatan kerja 

Terselenggaranya Pencegahan dan 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial

Persenentase perkara/pengaduan  HI 

yang difasilitasi penyelesaiannya

'Terciptanya perusahaan/ 

pemberi kerja dengan tata kelola 

kerja yang klayak

Persentase Perusahaan yang 

menerapkan tata kelola kerja 

yang layak

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama untuk 

Perusahaan yang hanya 

Beroperasi dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan 

Perselisihan 

Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja, dan 

Penutupan 

Perusahaan yang 

Terlaksananya 

Pencegahan 

Perselisihan 

Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja, dan 

Penutupan 

Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak 

Terselesaikannyan 

Perselisihan 

Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja, dan 

Penutupan 

Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak 

pada Kepentingan di 

Jumlah Kasus 

Perselisihan 

Hubungan Industrial

Terlaksananya 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan Industrial

Jumlah Pekerja pada 

perushaan yang 

mendapatkan  perlindungan  

hak hak nya 

Terselenggaranya Pendataan 

dan Informasi Sarana 

Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial TenagaKerja 

serta Pengupahan

Meningkatnya 

Pendidikan Formal 

Angkatan Kerja

CROSCUTTING DINAS 

PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN

1. Meningkatnya 

Investasi  pada berbagai 

Sektor.   

2.Meningkatnya 

Kontribusi  Industri, 

pariwisata, pertanian, 

perdagangan terhadap 

CROSCUTTING DINAS 

KETAHANAN PANGAN, 

PERTANIAN DAN 

PERIKANAN

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Jumlah SDM Perusahaan 

yang mampu menyusun RTK 

Mikro

Jumlah SDM perusahaan 

yang memahami penyusunan 

RTK

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

'Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis

Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang 

terselesaikan

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi

Jumlah LKS tripartit 

yang diberdayakan

Jumlah LKS Tripartit 

yang Dibina

Terselenggaranya 

operasional Tripartit

 Terlaksananya 

Operasional Lembaga 

Kerjasama Tripartit 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah potensi kasus 

Hubungan Industrial 

yang dicegah

Pencegahan dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN
SKPD

SASARAN 
SKPD

SASARAN 
PROGRAM

SASARAN 
KEGIATAN

SASARAN 
SUB KEG

TUJUAN
SKPD

PK /SKP 
JPT

PK /SKP  
KABID

PK /SKP JF

PK /SKP
JF/JP



Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka

Angka Pengangguran Terbuka

Meningkatnya Penyerpan Tenaga Kerja Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

1. Meningkatnya 

Investasi  pada 

berbagai Sektor.   

2.Meningkatnya 

Kontribusi  Industri, 

pariwisata, 

Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi CROSCUTTING 

DINAS PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN

CROSCUTTING DINAS KETAHANAN 

PANGAN, PERTANIAN DAN 

PERIKANAN

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA 

DAN PARIWISATA

Meningkatnya 

Pendidikan Formal 

Angkatan Kerja

(Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai kebutuhan 

Dunia Kerja)
Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi

Jumlah tambahan Tenaga Kerja 

dari investasi baru 

Persentase kasus perselisihan hubungan 

Industrial yang terselesaikan

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja

Meningkatnya Ketersediaan 

Tenaga kerja dari Realisasi 

Investasi 

'Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis

Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang kompeten
Tersedianya LPKS yang 

berkualitas

Terselenggaranya 

pengukuran kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja

Terselenggaranya 

pengukuran kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja

Tersedianya informasi pasar kerja yang 

efektif Tersedianya LPTKS yang 

berperan menyalurkan tenaga 

kerja

Terselenggaranya pelayanan antar kerja di 

Kabupaten Balangan

Terciptanya keseimbangan antara 

ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja

'Terciptanya perusahaan/ pemberi 

kerja dengan tata kelola kerja yang 

klayak

Terselenggaranya Pencegahan dan 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial

(Persentase kerjasama antar kerja)
Rasio Persediaan Tenaga Kerja terhadap 

Kebutuhan Tenaga Kerja

Persentase Perusahaan yang 

menerapkan tata kelola kerja yang 

layak

Persenentase perkara/pengaduan  HI 

yang difasilitasi penyelesaiannya
(Persentase peserta pelatihan yang kompeten)

Jumlah LPKS yang 

melaksanakan pelatihan 

sesuai kebutuhan dunia 

kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang 

kompeten

Jumlah Tenaga Kerja yang 

kompeten
Presentase IPK yang disebarluaskan

Persentase LPTKs yang aktif

Terselenggaranya Konsultasi 

produktivitas bagi 

perusahaan kecil

Terlaksananya pengukuran 

kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja

Tersedianya dokumen dan 

evaluasi rencana tenaga 

kerja KabupatenTerlaksananya pelatihan 

berbasis kompetensi

Terlaksananya pelatihan 

Vokasi

Tersedianya 

Instruktur/Pelatih yang 

profesional 

Tersedianya sarana 

prasarana pelatihan kerja 

sesuai standar

Terlaksananya kerjasama 

pelatihan

Tersedianya data dan 

Informasi Sarana Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja

Terlaksananya 

Pencegahan  

Perselisihan Hubungan 

Industrial

Terlaksananya 

Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial

Terselenggaranya 

operasional Tripartit

Tersedianya layanan  informasi 

pasar kerja
Tersedianya bursa pasar kerja

Terlaksananya penyaluran 

Tenaga Kerja melalui LPTKs

Terlaksananya penyuluhan dan 

bimbingan jabatan kepada 

pencari kerja sesuai 

kompetensinya

Tersedianya layanan 

tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi 

sesuai kebutuhan 

pasar kerja

Terlaksananya Perluasan 

Kesempatan Kerja

Terfasilitasinya penyusunan 

RTK Mikro

Terlaksananya 

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan

Jumlah SDM perusahaan yang 

memahami penyusunan RTK
Jumlah tenaga kerja yang 

besertifikasi Vokasi

Jumlah tenaga kerja yang 

besertifikasi Vokasi

(Jumlah Instruktur/Pelatih 

yang profesional)

(Jumlah sarana prasarana 

pelatihan kerja sesuai 

standar)

(Jumlah Tenaga Kerja yang 

mendapatkan pelatihan 

melalui kerjasama dengan 

LPKs)

Persentase peningkatan 

produktivitas wirausaha 

kecil

Jumlah Tenaga Kerja yang 

diukur kompetensinya

(Jumlah pencari kerja dan 

peluang kerja)

(Jumlah pencari kerja di bursa 

kerja)

Jumlah Tenaga Kerja yang 

disalurkan melalui LPTKS

(Jumlah peserta bimbingan 

jabatan)

(Jumlah tenaga kerja 

yang kompeten 

sesuai kebutuhan 

pasar kerja)

Jumlah Tenaga Kerja yang 

mendapatkan kesempatan 

kerja melalui perluasan 

kesempatan kerja 

Jumlah Dokumen Rencana 

Tenaga Kerja Makro
Jumlah PP yang disahkan

Jumlah Pekerja pada 

perushaan yang mendapatkan  

perlindungan  hak hak nya 

Jumlah potensi kasus 

Hubungan Industrial 

yang dicegah

Jumlah Kasus 

Perselisihan Hubungan 

Industrial

Jumlah LKS tripartit 

yang diberdayakan



Pengelolaan  Data  dan  Informasi  Perizinan  

dan Non  Perizinan  yang  Terintegrasi  pada  

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Presentase updating sistem informasi 

perizinan dan non perizinan penanaman 

Modal

Peningkatan PDRB

Croscutting

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN 

PERIKANAN
dan

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

Peningkatan kondisi keamanan

Croscutting

SATPOL PP dan KESBANGPOL

Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi

Índeks Kemudahan Berinvestasi

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 

SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem 

Informasi

(Persentase Data dan Informasi Perizinan dan 

Penanaman Modal)

 (Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal)

Jumlah Peraturan Daerah terkait pemberian 

kemudahan Investasi

 (Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal)

 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Terfasilitasinya kemitraan bagi Pelaku 

Usaha 

 (Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar 

(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah)

Jumlah kesepakatan kemitraan 

pemberdayaan dunia usaha  

 (Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha 

Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah)

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai 

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal

Tersusunnya produk hukum daerah terkait 

kemudahan investasi

(Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Kabupaten/Kota)

(Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik)

Persentase Data dan Informasi Perizinan dan 

Penanaman Modal

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan 

Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik

Pemantauan Pemenuhan Komitmen 

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 

Modal

(Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) 

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota)

(Tersusunya Peta Potensi Investasi dan 

Peluang Usaha Kabupaten/Kota)

(Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana 

Umum Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota)

(Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota)

(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 

yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan Berusaha dan Non 

Perizinan Penanaman Modal)

(Jumlah Orang yang Memperoleh 

Layanan Konsultasi dan Terkelolanya 

Pengaduan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan)

(Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan  

Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan)

(Tersedianya Data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan)

(Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko)

(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 

Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,  Profil dan 

Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku  DIlakukan 

Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi 

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 

Berusaha)

(Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur 

Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

Kabupaten/Kota)

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Jumlah data dan informasi perizinan yang 

diolah

Terlaksananya pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan 

Jumlah kegiatan usaha yang terpenuhi 

komitmen perizinannya

(Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan 

Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen 

Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 

Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha)

Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan 

dan Non Perizinan

Terlaksananya Pelayanan Konsultasi 

Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah orang mendapatkan pelayanan 

konsultasi perizinan

(Tersedianya Layanan Konsultasi dan 

Terkelolanya Pengaduan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan 

dan Non Perizinan)

Jumlah proyek investasi yang siap ditawarkan

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Rencana/Minat Investasi

Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi

Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan

Persentase peningkatan nilai  investasi daerah 

Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Presentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM

Penyediaan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Terlaksannya pengintegrasian layanan 

perizinan

Nilai Realisasi investasi

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Nilai Survey  IKM terhadap Pelayanan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu 

Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang  Menjadi  

Kewenangan  Daerah  Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Sesuai Standar

Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai 

SOP

Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan 

pembinaan

Tersedianya Kebijakan daftar prioritas Investasi Kabupaten Meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM

 'Tersusunnya peta potensi investasi  'Terlaksananya identifikasi potensi investasi
Terlaksananya Pengawasan Investasi/penanaman 

modal.. 

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Terlaksananya Pembinaan penyusunan LKPM 

kepada pelaku usaha

Penyusunan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota
Pengawasan Penanaman Modal

'Jumlah potensi investasi yang diidentifikasi
Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan 

dan pemantauan

 Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor 

Prioritas Investasi

(Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi 

Implementasi  Perizinan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko)

(Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data,  Profil 

dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku  Inspeksi 

Lapangan terhadap Kegiatan  serta Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para 

Pelaku Usaha)

Jumlah peta potensi investasi yang disusun

Penyusunan Rencana Umum Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan 

pelayanan perizinan

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman 

Modal

Tersusunnya strategi pelaksanaan promosi 

penanaman modal

Jumlah peta strategi  promosi penanaman 

modal yg dsusun

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya promosi investasi/penanaman 

modal

Jumlah pelaksanaan promosi penanaman 

modal

(Tersusunnya Peraturan Daerah yang 

Mengatur Promosi Penanaman Modal 

Kewenangan Kabupaten/Kota)

(Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Kabupaten/Kota)

(Tersedianya Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik bagi 

Pelaku usaha)

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Meningkatnya realisasi potensi investasi

Persentase Potensi Investasi yang Terealisasi

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya potensi/proyek investasi yang siap ditawarkan

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya pemberian insentif/kemudahan berinvestasi

Jumlah Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha 

(berinvestasi)

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Iklim Investasi di daerah

 Jumlah sektor potensi investasi baru

TUJUAN
SKPD

SASARAN 
SKPD

SASARAN 
PROGRAM

SASARAN 
KEGIATAN

SASARAN 
SUB KEG

TUJUAN
SKPD

PK /SKP 
JPT

PK /SKP  
KABID

PK /SKP
JF

PK /SKP
JF/JP



Terfasilitasinya kemitraan 

bagi Pelaku Usaha 

Tersedianya  layanan 

Konsultasi dan tindak 

lanjut pengaduan 

masyarakat 

Jumlah kesepakatan 

kemitraan pemberdayaan 

dunia usaha  

Jumlah layanan 

konsultasi dan 

pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti

Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan dan  Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi

Meningkatnya Pelayanan 

Data dan Sistem 

Informasi

Persentase Data dan 

Informasi Perizinan dan 

Penanaman Modal

Terkelolanya data dan 

informasi perizinan dan non 

perizinan kabupaten/kota

Presentase updating sistem 

informasi perizinan dan non 

perizinan penanaman Modal

Tersedianya Data dan 

Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan yang Terintegrasi

Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan

 Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan 

Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi

Terlaksananya layanan Konsultasi 

dan pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat

Persentase pengaduan yang 

terselesaikan

Nilai Survey  IKM terhadap Pelayanan 

Terselenggaranya 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Sesuai 

Standar

Persentase Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 

sesuai SOP

Presentase Pelaku Usaha yang menyampaikan 

LKPM

Meningkatnya potensi/proyek investasi yang 

siap ditawarkan

Meningkatnya pemberian 

insentif/kemudahan berinvestasi

Meningkatnya kepatuhan 

penyampaian LKPM

Tersedianya Kebijakan daftar 

prioritas Investasi Kabupaten

Nilai Persetujuan Investasi / Rencana 

Investasi

Meningkatnya Rencana/Minat Investasi

Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah

Nilai Realisasi investasi

Persentase peningkatan nilai  investasi 

daerah 

Terwujudnya investasi daerah yang 

berkelanjutan

Jumlah Pelaku usaha yang 

dilakukan pengawasan dan 

pemantauan

Terlaksananya 

Pengawasan 

Investasi/penanaman 

modal.. 

Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi

Índeks Kemudahan Berinvestasi

Terlaksannya 

pengintegrasian 

layanan perizinan

Jumlah layanan 

perizinan dan non 

perizinan yang 

terintegrasi secara 

online

Jumlah Kegiatan 

Usaha yang mendapat  

pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan 

pelaporan di bidang 

perizinan

Terlaksananya 

pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan 

pelaporan di bidang 

perizinan 

Croscutting

DINAS KOPERASI, UKM, 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, 

PERTANIAN DAN PERIKANAN

dan

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA 

DAN PARIWISATA

Jumlah Investor yang mendapatkan insentif 

/kemudahan berusaha (berinvestasi)

Tersusunnya strategi 

pelaksanaan promosi 

penanaman modal

Jumlah peta strategi  

promosi penanaman modal 

yg dsusun

Terlaksananya promosi 

investasi/penanaman 

modal

Jumlah pelaksanaan promosi 

penanaman modal

Jumlah proyek investasi yang siap ditawarkan

Tersusunnya produk hukum 

daerah terkait kemudahan 

investasi

Jumlah Peraturan Daerah 

terkait pemberian 

kemudahan Investasi

 'Tersusunnya peta 

potensi investasi

Jumlah peta potensi 

investasi yang disusun

'Jumlah potensi investasi yang 

diidentifikasi

Terlaksananya 

Pembinaan penyusunan 

LKPM kepada pelaku 

usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang 

mendapatkan pembinaan

 'Terlaksananya identifikasi 

potensi investasi

 Jumlah sektor potensi investasi 

baru

Meningkatnya Iklim Investasi di 

daerah

Meningkatnya  

keamanan daerah
Meningkatnya PDRB

Croscutting

SATPOL PP dan 

KESBANGPOL


